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T E N T A N G

P E D O M A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N
D A N T A T A C A R A P E M B E R I A N H I B A H , B A N T U A N S O S I A L
, B A N T U A N K E U A N G A N D A N B E L A N J A T f D A K T E R D U G A
D A R I A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A

H K A B U P A T E N P U R W O R E J O

B U P A T I P U R W O R E J O ,

Menimbang : a. bahwa daiam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan peiayanan kepada
masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan hibah, bantuan sosial, bantuan keuanga n d a n
beianja ttdak terduga kepada instansi, kelompok
masyarakat/ perorangan, organisas i kemasyarakatan, d a n
organisasi sosial politik atau daerah/ kelompok masyarakat
yang terkena bencana serta bantuan keuangan kepada
pemerintah desa , baik bantuan keuanga n yan g bersifat
umum maupun yan g bersifat khu su s dalam rangka
pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan
D e s a ;

b. bahwa daiam rangka memberikan pedoman dalam
penyaiuran bantuan sebaga iman a dimaksud pada huruf a,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31
Tahu n 200 8 tentang Pedoma n Pengelofaan Keuanga n dan
Tata Ca r a Pemberian Hibah, Bantuan Sos ia l , Bantuan
Keuangan dan Beianja Ttdak Terduga dari Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Puworejo.

c. bahwa sejalan denga n adany a perubahan organisasi dan
tata kerja perangkat daerah Kabupaten Purworejo serta
perubahan jenis-jents bantuan keuangan , dipandang perlu
untuk meninjau kembali da n menyesuaikan Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan
menerbitkan Peraturan yang baru.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedo m a n Pengeloiaan Keua nga n da n Tata
Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sos ia l , Bantuan
Keuangan da n Beianja Ttdak Terduga dari Angga ra n
Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Puworejo.



Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenlukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. UrKJang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 200 4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengetolaan dan Tanggun g jawab Keuanga n
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4400):

5. Undang-Undang_ Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan uaerab (Lembaran_ Negara Repubiik
Indonesia lahun 2004 Nomor 125, (ambah an Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana
teiah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 200 6 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemenniahan Daera h (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahu n 200 8 Nomor 59 , Tarnbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahu n 200 4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tarnbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4723);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 5 tentang
Pengetolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 200 5 Nomor 140, Tarnbahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemenntahan Daera h Provinsi da n Pemerintahan Daerah
Kabupaien/Koia (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 , Tarnbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 200 8 tentang
Pendanaan dan Pengetolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 ,
Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4829);

1 1 . Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedom an Pengetolaan Keuangan Daerah ,
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengeioiaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007
Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun
200 8 tentang Organisas i da n Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembara n Daerah ~ Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G P E D O M A
N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N T A T A C A R A
P E M B E R I A N H I B A H , B A N T U A N S O S I A L , B A N T U A N
K E U A N G A N D A N B E L A N J A T1DAK T E R D U G A
D A R I A N G G A R A N r t N D A P A T A N U A N BfcLAN J A
D A E R A H K A B U P A T E N P U R W O R E J O

B A B I K E T E N T U A N

U M U M

Pasaf 1

Dalam Peraturan int, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemenntah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga i unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, pengeioiaan Keuangan dan Asse t Daerah yang

seianjutnya disingkat D P P K A D , adaiah D P P K A D Kabupaten Purworejo.
5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas

meiakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan;
6. Bencana adaiah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghtdupan masyarakat, yang disebabkan
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia,
sehingga mertgakibatkan timbuinya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugtan harta benda, dan dampak psikotogis.

7. Tang-gap darurat bencana adalah serangkatan kegiatan yan g diiakukan
dengan segera pada seat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbufkan, meiiputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar , perflndungaa
pengumsan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.



8. Besaran bantuan yang selanjutnya disebut besaran adaiah batas
maksimai pemberian bantuan terhadap proposal yan g diajukan yan g teiah
diverifikasi oteh Tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Hibah adaiah bantuan yang dianggarkan oieh Pemerintah Daera h dalam
bentuk uang , barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah fainnya, ketompok masyarakat atau perorangan yang secara
selektif teiah ditetapkan peruntukannya da n dipertanggungjawabkan
langsung oteh penerima hibah.

10. Bantuan Sosia l adaiah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada
organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial yan g diberskan tidak
secara terus menerus/ tidak berufang setiap tahun anggaran , selektif da n
memiiiki kejeiasan peruntukan penggunaannya da n drtujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat da n kepada penerima bantuan
diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaba n penggunaa n bantuan
kepada Pemerintah Daerah.

1 1 . Bantuan Keuang a n adafah bantuan dalam bentuk uang , balk yan g bersifat
umum maupun bersifat khusus , dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah des a di Daerah dengan tujuan untuk pemerataan dan / atau
peningkatan kemampuan keuangan desa.

12. Belanja Tidak Terduga adaiah belanja untuk ksgiatan yang sifatnya tidak
biasa aiau tidak dsharapkan beruiang seperti penangguiangan bencana
alam da n bencana sosial yan g tidak/ atau suiit diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembaiian atas kefebihan penenmaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang teiah ditutup.

13. Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat
A P B D adaiah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dtoahas dan disetujui bersama oieh Pemenntah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Penerima bantuan adaiah ketompok masyarakat/ perorangan dan
organisasi kemasyarakatan, partai politik, instansi vertika! da n perusahaan
yan g mengajukan proposal bantuan da n teiah dilakukan verifikasi oieh Tim
Verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

15. Partai politik adaiah organisasi politik yang dibentuk oieh sekumpulan
W arg a Negar a Repubiik Indonesia secara sukareia atas dasar persamaan
kehendak da n cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,
masyarakat, B a n g s a da n Negara meiaius Pemiiihan Um u m yan g memifiki
pengurus ditingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah
cabang , musyawarah daerah atau sebutan lain yan g teiah disahkan oleh
Dewan Pimpinan Partai Politik sesua i dengan Angga ran Dasar dan
Anggaran Rum ah Tangga masing-masing Partai Politik.

16. instansi Vertikal adaiah perangkat dari Departemen atau Lembaga
Pemerintah non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

17. Keuanga n Daera h adaiah sem ua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyeienggaraan pemerintahan daerah yan g dapat dinilai denga n uang
termasuk dfdaiamnya segata bentuk kekayaan yang berhubungan denga n
hak dan kewajiban daerah.

18. Satuan i^ena Perangkat uaeran yang selanjutnya disingkat S K P D adaiah
perangkat daerah pada pemenntah daerah selaku penggun a anggaran/
pengguna barang;

19. Satuan Kerja Pengetola Keuangan Daerah , yang selanjutnya disingkat
S K P K D , adaiah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengetolaan keuangan daerah.



20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , yang seianjutnya disingkat P P K D ,
adalah Kepaia S K P K D yan g mempunyai tugas melaksanakan pengeioiaan
A P B D dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

2 1 . Bendahara Umum Daerah, yang seianjutnya disingkat B U D , adaiah P P K D
yang bertindak daiam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

22. Penggun a Anggara n adaiah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk meiaksanakan tugas pokok dan fungsi S K P D yang
dipimpinnya.

23 . Kuas a Bendahara Umu m Daerah, yang seianjutnya disingkat Kuas a B U D ,
adaiah pejabat yang diberi kuas a untuk melaksanakan sebagian tugas
B U D .

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan S K P K D , yang seianjutnya disingkat
P P K - S K P K D , adaiah pejabat yang meiaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada S K P K D .

25 . Bendahara Pengeiuaran adalah pejabat fungsional yang dstunjuk untuk
mengeioia hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan beianja tidak
terduga.

26 . K ua s a Penggun a Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
meiaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran daiam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi S K P K D .

27. Surat Penyedlaan D a n a , yang seianjutnya disingkat S P D , adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan S P P .

28 . Surat Permintaan Pembayaran, yang seianjutnya disingkat S P P , adalah
dokumen yang diterbrtkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeiuaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

29. S P P Langsung, yang seianjutnya disingkat S P P - L S , adalah dokumen
yang disrapkan oleh P P T K S K P D Teknis da n diajukan oleh bendahara
pengeluaran/Bendahar a Pengeiuaran Pembantu untuk permintaan
pembayaran langsung diperuntukkan bagi pemberian subsidi, hibah,
bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan beianja tidak terduga
dengan jumiah, penehma, peruntukan, da n waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan Penggun a Anggaran/Kuasa Penggun a
Anggaran di masing-rnasing S K P D teknis pengelola hibah, bantuan sosial,
bantuan keuangan dan beianja tidak terduga.

30. Surat Perintah Membayar, yang seianjutnya disingkat S P M , adalah
dokumen yan g digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan S P 2 D atas beban pengeiuaran
D P A - S K P D .

3 1 . Surat Perintah Membaya r Langsung , yang seianjutnya disingkat S P M - L S ,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan S P 2 D atas beban pengeiuaran
D P A - S K P D kepada pthak ketiga/non pihak kettga.

32 . Surat Perintah Pencairan D ana , yang seianjutnya disingkat S P 2 D , adalah
dokumen yang digunakan sebaga i dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh B U D berdasarkan S P M .



B A B II M A K S U D D A N

T U J U A N Pa sa i 2

M ak su d ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaiah sebaga i pedoman dalam
pengetolaan keuanga n da n tatacara pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaiah agar pengeiolaan keuangan
dan tatacara pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuanga n dan belanja
tidak terduga dapat dilaksanakan secara tertib sesua i denga n peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

B A B III R U A N G

L I N G K U P Pasal 4

R ua n g lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengeiolaan
keuangan dan tatacara pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga.

Pasa l 5

Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa i 4 meliputi:
a. Hibah:

1. Hibah kepada Pemerintah desa ;
2. Hibah kepada Sekolah swasta;
3. Hibah kepada Organisasi sosial masyarakat/ profesi;
4. Hibah kepada Organisasi keagamaan/ peribadatan;
5. Hibah kepada Panttia pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana;
6. Hibah kepada Instansi vertikal.

b. Bantuan S o s i a l :
1. Bantuan parpol;
2. Bantuan keagamaan;
3. Bantuan oiah raga dan kesenran;
4. Bantuan semen/ stimulan;
5. Bantuan aspal;
6. Bantuan organisasi;
7. Bantuan peribadatan;

c. Bantuan Keuangan Kepada Desa :
1 . Dana Aiokasi Umum D e s a (D AUD ) ;
2. Da na Aiokasi Khusus D e s a (D A K D e s a ) ;
3. Tunjangan Penghasiian Aparat Pemerintah D e s a (T PA P D ) ;
4. Bantuan puma tugas mantan Kepala Desa.



(2) Penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan :
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan

sumber daya, guna mengidentifskasi:
1. cakupan lokasi bencana;
2. jumiah korban;
3. kerusakan prasaran dan sarana;
4. gangguan terhadap fungsi peiayanan umum serta pemerintahan,

dan
5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b. penetapan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. periindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulhan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(3) Penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusuikan oleh S K P D teknis kepada D P P K A D , paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah terjadinya bencana.

(4) Pencairan dana dalam rangka tanggap darurat dHaksanakan sesua i
dengan ketentuan yang bertaku.

(5) Dalam hat penanganan tanggap darurat, maka dalam waktu paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang
alokast biaya tanggap darurat, kegiatan tersebut ham s sudah seiesai
dilaksanakan.

(6) Dalam keadaan darurat, dapat ditakukan pengeiuaran yang beium tersedia
anggarannya dengan menggunakan beianja tidak terduga, yang
seianjutnya diusuikan dalam rancangan Perubahan A P B D .

(7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara beruiang;
c. berada di iuar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
d. memffiki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

<8) S K P D teknis penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas
penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi
kepada Bupati.

(9) Mekanisme , pengelolaan. penyerahan dan pertanggungjawaban bantuan
dalam rangka penangana n tanggap darurat diatur tebih lanjut dalam
ketentuan tersendiri sesua i denga n peraturan perundang-undangan yan g
berlaku.



B A B IV

A N G G A R A N

Pasal 6

(1) Hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga dalam bentuk uang
dianggarkan pada belanja D P P K A D

(2) Hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga dalam bentuk barang
dianggarkan pada S K P D teknis.

Pasa l 7

(1) Bantuan Keuangan kepada D e s a sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 5
hurufc dianggarkan pada pos Belanja Bantuan Keuangan D P P K A D .

(2) Mekanisme, persyaratan dan penyerahan bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesua i dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku

B A B V

B E L A N J A T I D A K T E R D U G A

Bagian Kesatu
Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasa l 8

Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai penangana n tanggap darurat
terhadap kejadian bencana aiam dan/ atau bencana sosial, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Tanggap Darurat

Pasal 9

(1) Pelaksanaa n penanganan tanggap darurat dikoordtnasikan oieh Kantor
Kesatuan B a n g s a , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Purworejo setelah ditetapkannya status darurat bencana oieh Bupati
berdasarkan laporan dari S K P D terkait.



Pasa l 10

(1) G u n a peiaksanaan penanganan tanggap darurat, maka dibentuk tim yang
ditetapkan oteh Bupati dengan melibatkan dinas/ instansi teknis terkait.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan peninjauan untuk mengidentifikasi dan verifikasi
cakupan tokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan
prasarana serta ganggua n terhadap fungsi pelayanan umum dan
pemerintahan;

b. melakukan taksiran terhadap kerugian material akibat bencana;
c. mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan

mengupayakan pemulihan fungsi saran a dan prasarana vital melalui
rehabilitasi, rekonsiiiasi dan/atau rekonstruksi;

d. melaporkan hasit peiaksanaan kegiatan kepada Bupati.

B A B V I

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Organisasi Penatausahaan

Pa sa i 11

(1) Pejabat pelaksana penatausahaan pada tingkat Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (S K P K D ) adaiah Pejabat Pengetola Keuangan Daerah
selaku B U D dan Kuasa B U D .

(2) Pejabat pelaksana penatausahaan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat
Daerah (S K P D ) adaiah Kepala S K P D sebagai Kepaia Unit Kerja yang
diberikan deiegasi wewenang oieh Bupati sebaga i Kua s a Pengguna
Anggaran.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Bantuan adaiah P P K - S K P D dan
Bendahara Pengefuaran.

Pasai 12

Pejabat penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pa sa l 11 ayat (1), ayat
(2) da n ayat (3) dalam melakukan pengeiuaran gun a pemberian hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pejabat Pengeiolaan Keuangan Daerah (P P K D ) menerima pengajuan

untuk hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan
keuangan da n belanja tidak terduga dari Sekretariat Bantuan dengan
dilengkapi Surat Pengantar Permohonan Pencairan beserta kelengkapan
admtnistrasi.

b . P P K D selaku B U D menerbitkan S P D tentang hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga kepada
Bendahara Pengeiuaran.



c . Bendahara pengeiuaran S K P K D berdasarkan kedua dokumen yaitu S P D
dan Keputusan Bupati tentang hibah, beianja bantuan sosial, beianja
bantuan keuangan dan beianja tidak terduga, menerbitkan S P P - L S
Dokumen Lain yang terdiri dari:
1 . Surat Pengantar S P P - L S
2. Ringkasan S P P - L S
3. Rincian S P P - L S dan diiampiri dengan :

a . SaHnan S P D ;
b. Salinan Surat Rekomendasi dari S K P D terkait;
c. S S P disertai faktur pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.

4. Surat Keputusan Bupati tentang alokasi dan penerima hibah,
bantuan sosial, bantuan keuangan dan beianja tidak terduga

d . P P K D menyerahkan S P M kepada Kuasa B U D untuk penerbitan S P 2 D
dengan dHengkapi dokumen yang meliputi:
1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran
2) Bukti-bukti pengeiuaran yang sa h dan lengkap

e. K u a s a B U D meneliti ketengkapan S P M , jika dinyatakan lengkap, maka
Kuas a B U D menerbitkan S P 2 D paling lambat 2 hari kerja sejak pengajuan
S P M drterima.

f. Kuasa B U D menyerahkan S P 2 D kepada Bendahara Pengeiuaran dan
P P K D melaksanakan otorisasi S P 2 D serta menyerahkannya kepada Bank.

Bagtan Kedua
Tim Verifikasi

Pasai 13

(1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan dari
pos hibah da n bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasa i 5 huruf
a da n huruf b yang diajukan kepada Bupati, maka dibentuk Tim Pengarah
dan Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Gun a mendukung keiancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim
Verifikasi Bantuan, maka dalam Keputusan Bupati tentang pembentukan
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaKgus dibetuk Sekretariat
Tim yang berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariaat Daerah Kabupaten Purworejo.

Pa sa i 14

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasa i 13 ayat (1) mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan/petunjuk kepada Tim

Verifikasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi bantuan;
b. Tim Verifikasi:

1. melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap
pengajuan proposal;

2. membuat laporan hasii verifikasi;
3. Menyampaikan peritmbangan terhadap hasil verifikasi kepada

Bupati meiaiui Sekretariat.



(2) T im Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b daiam
meiaksanakan verifikasi terhadap pemberian hibah da n bantuan sosial
yang dianggarkan d i S K P D dikoordinasikan oieh S K P D yang
bersangkutan.

(3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud daiam Pasa i 13 ayat (2)
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menerima, mengagenda dan meneliti kelengkapan proposal

permohonan bantuan yang sudah turun dari Bupati;
b. mengeiompokkan da n mendistribusikan proposal yang dinyatakan

lengkap sesua i jenis permohonannya kepada Tim Verifikasi yan g
membidangi;

c. menerima dan merekap hasil verifikasi dari Tim Verifikasi yang
membidangi sebagai bahan pertsmbangan bantuan kepada Bupati;

d. menyusun draf Keputusan Bupati tentang penerima bantuan untuk
ditetapkan sesuai mekanisme yang bertaku;

e. menyampaikan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan kepada
B P K D berikut kelengkapan administrasi untuk proses pencairan.

B A B VII

M E K A N I S M E , K R I T E R I A P E N E R I M A , P E R S Y A R A T A
N D A N P E N Y E R A H A N B A N T U A N

Bagian Pertama
Mekanisme

Pasa l 15

(1) Mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur sebagai berikut:

No Tahapan Bagian Y a n g Menangani Ket
1 Pengajuan surat / proposal

pengajuan permohonan
bantuan ke Bupati

Bagian Umum Setda

2 Proposal diajukan kepada
Bupati

Sekretaris Pribadi Bupati

3 S e s u a i disposis i Bupati turun ke
sekretariat bantuan melalui
Se k da

Sekretaris Pribadi Sekda

4 S e s u a i disposisi S e k d a turun ke
sekretariat bantuan melalui
Asisten II Sekda

Sekpri Asisten Sekd a Btdang
Perekonomian, Pembangunan
dan Lingkungan Hidup

5 Sesua i disposisi turun ke
sekretariat bantuan

Bagian Administrasi
Pembangunan

6 Verifikasi Tim Verifikasi
7 Laporan hasil verifikasi

disampaikan kepada Bupati
untuk morion persetujuan

Sekretariat bantuan/Bagian
Administrasi Pembangunan

8 Proses S K berdasarkan
persetujuan Bupati

Sekretariat bantuan/Bagian
Administrasi Pembangunan

9 Proses pencairan bantuan D P P K A D
10 Pengambilan bantuan Bendahara bantuan / D P P K A D



(2) Mekanisme , kriteria, persyaratan da n penyerahan bantuan kepada sekolah
diatur tersendiri oleh instansi yang berwenang.

(3) Mekanisme , kriteria, persyaratan da n penyerahan bantuan kepada Partai
Politik dilaksanakan sesua i deng a n ketentuan yan g diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahu n 200 6 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo dan
dikoordinasikan oleh Kantor Kesatua n B a n g s a , Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasai 16

(1) Galon penerima hibah dan bantuan sosial harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. Perorangan penduduk Kabupaten Purworejo atau kelompok
masyarakat/badan/lembaga/panrtia ya n g berdomisili (bertempat
kedudukan) di Kabupaten Purworejo, da n pemerintah daerah lainnya,
baik yang berupa:

1. pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah lainnya;
2. sekoiah swasta;
3. organisasi sosial masyarakat/organisasi profesi;
4. organisasi kemasyarakatan;
5. kelompok usaha swasta/masyarakat;
6. panitia pembangunan/rehabiiitasi sarana prasarana desa;
7. panitia pembangunan/rehabiiitasi sarana prasarana peribadatan;
8. partai politik; atau
9. instansi vertikai;

b. telah mengajukan permohonan bantuan (proposal kegiatan /
pekerjaan) beserta rincian Rencan a An gga ra n Biaya yan g ditujukan
kepada Bupati Purworejo;

c. bantuan diprioritaskan kepada caion penerima yang
menyelenggarakan kegiatan yan g memiliki manfaat langsung bagi
masyarakat;

d. caion penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten
Purworejo dan ditujukan untuk mendukung kegiatan di Kabupaten
Purworejo.

(2) Hibah merupakan bantuan yan g sifatnya tidak mengikat/tidak secara terus
menerus da n tidak wajib serta harus dipergunakan sesua i dengan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam naska h perjanjian hibah da n
dipertanggungjawabkan langsung oleh penerima hibah.

(3) Format naska h perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum daiam Lampiran Peraturan dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

v



(4) Pemberian bantuan harus menghindari adanya duplikasi pembiayaan.

(5) Penerima hibah dan bantuan sosial hanya dapat menerima bantuan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk kegiatan yang sama.

Pa s a i 17

(1) Nilai bantuan sosial non fisik yang akan diberikan disesuaikan dengan
mempertimbangkan urgensi kegiatan yan g diusuikan, tingkat swaday a
calon penerima bantuan dan kemampuan anggaran.

(2) Nilai bantuan sosial fisik dttentukan berdasarkan hasil verifkasi iapangan
dan atau verifkasi administrasi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Bantuan Stimuian/lmbai Swadana:

TINGKAT SWADAYA NILAI MAKSIMAL BANTUAN

1 0 % - 2 0 % 2 0 %
2 1 % - 3 0 % 3 0 %
3 1 % - 4 0 % 4 0 %
4 1 % - 5 0 % 5 0 %

b. Bantuan A s p a l :

TINGKAT SWADAYA BANTUAN YANG DIBERIKAN

Diatas 100% dari R A B 9 0 % dari anaiisis iapangan
7 5 % - 1 0 0 % dari R A B 7 5 % dari anaiisis iapangan
Kurang dari 7 5 % Sebesar tingkat persentase

swadaya x analisa iapangan

c. Rum usan Umum

Analisa Iapangan =
2,5kgxpanjangxlebar

\55kg{\drum)

TingkatSwadayaMasyarakatX 100% _
.%

RAB

TingkatSwadayaMasyarakat%

RAB
X Analisa Lapangan = Rencana Bantuan



Bagian Ketiga
Persyaratan Pencairan Bantuan

Pasai 18

Caion penerima bantuan sesuai dengan surat pemberitahuan, datang ke
D P P K A D untuk melengkapi persyaratan pencairan bantuan sebagai berikut:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KT P ) Kabupaten Purworejo yan g masih

berfaku bagi pemohon perorangan;
b. foto copy akta pendirian badan hukum bagi pemohon bantuan yang

berbentuk badan hukum;
c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KT P ) yang masih berlaku dari Ketua

dan/atau pengurus bagi pemohon bantuan yang berbentuk
iembaga/organisasi;

d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (K T P ) yang masih berlaku dari Ketua
bagi pemohon bantuan yang berbentuk panitia;

e. surat keterangan domisili badan/iembaga/organisas i yan g dikefuarkan oleh
Kepaia Desa/Kepa ia Kelurahan bagi pemohon bantuan yang berbentuk
badan/iembaga/organisasi ;

f. foto copy buku tabungan bank atau rekening bank;
g. bagi caion penerima bantuan sosial yang termasuk kelompok masyarakat

miskin/tidak mampu harus meiampirkan surat keterangan tidak mampu
(S K T M ) .

Bagian Keempat
Penyerahan Bantuan

Pa s a i 19

(1) Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diserahkan kepada
pemohon setelah diterbitkannya Keputusan Bupati yan g berisi penetapan
penerima bantuan dan besam ya nilai bantuan.

(2) Penyerahan bantuan ditakukan melalui transfer kepada rekening atas
nama pemohon atau dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yan g ditunjuk
dan disampaikan kepada:
a. perorangan atau kuasanya bagi pemohon bantuan yang berstatus

perorangan;
b. pengurus/ketua bagi pemohon yang berbentuk

badan/iembaga/organisasi / panitia.

(3) Dalam keadaan khusus dan guna menghindari inefisiensi, maka bantuan
dapat dibertkan secara tunai



B A B Vtll P E R T A N G G U N G J A W A B A N D A N

P E L A P O R A N Pasa i 20

(1) Penerima hibah/bantuan wajib membuat pertanggungjawaba n dan
menyampaikan iaporan penggunaa n bantuan kepada Bupati Purworejo
c.q D P P K A D denga n tembusan disampaikan kepada Bagia n Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) Khusu s untuk hibah/bantuan yang ditujukan bagi pelaksanaan kegiatan
fisik/konstruksi, Iaporan penggunaa n bantuan sebagaiman a dimaksud
pada ayat (1) dilampin dengan Iaporan kemajuan fisik dan
dokumentasiny a (foto kegiatan 0%, foto kegitan 50 % dan foto kegiatan
100%).

(3) Laporan penggunaa n hibah/bantuan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) da n disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyelesaian tahapan-tahapan
kegiatan;

B A B IX

S A N K S I

Pasai 21

(1) Penerima bantuan yang tidak menggunakan bantuan keuangan sesuai d
enga n rencana proposal yang diajukan atau tidak menyampaikan iaporan p
enggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasai 22 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanks i administrasi berupa pengenaan status
daftar hitam (black list) dan pengajuan permohonan bantuan oleh yang
bersangkutan pada tahun anggaran seianjutnya tidak akan diproses.

(2) Penggunaan bantuan secara melawan hukum, penyelesaiannya
diserahkan kepada pihak yang berwenang sesua i dengan ketentuan
hukum yang beriaku.

B A B X K E T E N T U A N

L A I N- LA IN Pasai 22

Denga n ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati yan g mengatur
pemberian bantuan keuangan dan bantuan gun a tanggap darurat akibat
terjadinya bencana yan g ditetapkan sebeium terbitnya Peraturan ini dinyatakan
tetap beriaku.



B A B XI K E T E N T U A N

P E N U T U P

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka:
1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedom an Pengeiolaan

Keuangan dan Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Puworejo;

2. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pencairan,
Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada D esa
untuk Tarnbahan Penghasilan Kepala D es a dan Perangkat D e sa di
Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun Anggaran 2008;

3. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/502/2008 tentang Penetapan
Besaran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Tarnbahan Penghasilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo Triwulan IV
Tahun Anggaran 2008,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya d ^a m Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Desember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 25 Seri : E Nomor : 21



L A M P I R A N : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 3 4 T a h u n 2 0 0 8
Tanggal: 5 Desember 2008

m

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

P E R J A N J I A N H I B A H D A E R A

H A N T A R A

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P U R W O R E J
O D E N G A N (penerima hibah)

N O M O R :

T E N T A N G

P E M B E R I A N B A N T U A N H I B A H D A R I A N G G A R A N P E N D A P A T A
N D A N B E L A N J A D A E R A H K A B U P A T E N P U R W O R E J O

T A H U N A N G G A R A N

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang
bertanda tangan dibawah in i:

1. Nama
Jabatan :
Alamat

Daiam hat ini bertindak untuk dan atas nama serta s a h mewakiii
Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut Pihak K E S A T U ;

2. Nama
Jabatan
Aiamat

Da iam hat ini bertindak untuk dan atas nama serta s a h mewakiii
selanjutnya disebut Pihak K E D U A .

Dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Y a ng Bersih dan Be b as dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Udang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengetolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan

Keuangan Daerah;



. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembag ian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Da iam Negeri Nomor 13 Tahun 20 0 6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah , sebaga imana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ata s Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 13 Tahu n 2 0 0 6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun
tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran ;

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2 00 8 tentang
Pedoman Pengelolaan Ke uang an dan Tata Cara Pemberian Hibah,
Bantuan Sos ia l , Bantuan Keua nga n da n Beianja Tidak Terduga dari
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Purworejo.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pihak K E S A T U
memberikan hibah kepada Pihak K E D U A dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal-pasai dibawah in i:

B A B I

T U J U A N

Pa s a i 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak K E S A T U kepada Pihak K E D U A
ada iah:
1
2
3 d s t

B A B II

J U M L A H U A N G Y A N G D I H I B A H K A

N Pasai 2



B A B II!

H A K D A N K E W A J I B A N

Pasai 3

(1) Hak Pihak K E S A T U dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
a
b d.s.t

(2) Kewajiban Pihak K E S A T U dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai
berikut:
a
b d.s.t

Pasai 4

(1) Hak Pihak K E D U A dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
a
b d.s.t

(2) Kewajiban Pihak K E D U A dalam perjanjian hibah ins adalah sebagai
berikut:
a
b d.s.t

B A B IV

M A S A B E R L A K U D A N B A T A L N Y A P E R J A N J I A

N Pasai 5

(1) Perjanjian hibah daerah ini beriaku untuk jangka waktu
(disesuaikan dengan mekanisme A P B D dan pertanggungjawaban dari
bantuan hibah tersebut).

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak K E S A T U
dalam hal

(3)
(4)



B A B V

M E K A N I S M E P E N Y E L E S A I A N M A S A L A

H Pasa l 6

(1)Apabil a terjadi perselisihan dalam peiaksanaan perjanjian ini, Pihak
K E S A T U dan Pihak K E D U A sepakat akan menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)Apabil a musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak K E S A T U dan Pihak K E D U A sepakat
untuk menyelesaikannya secara hukum denga n memilih tempat (domisili)
hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

B A B VI

P E N U T U P

Pasa l 7

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oieh kedua belah pihak pada hah
dan tanggal terseubt diatas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

P I H A K K E D U A , P I H A K K E S A T U ,

( ) ( )

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI


